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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBOl'IG 
l'IOMOR (j TAHUl'I 2018 

TENTANO 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELJ\KSANA TEKNIS DAERAH PADA 

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANO LEBONG 

Menimbang 

Meng{ngat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daera.h, serta Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupatcn Rejang Lebong Nomor 9 Tahu n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupatcn Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
pada Oinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang 
Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 82, Tarnbahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undan.g Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemecintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 



Memperhatikan 

Menetapkan : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentllng 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tah un 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
temang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupatcn Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Ka.bupatcn Rejang Lebong fahun 2016 Nomor 
118). 

I. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan.,, Susunan Organisasi, Tugas dan 
F'ungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daera.h Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 398); 

2. Surat Oubernur Bengkulu Nomor: 061/ 1093/B.5/20!7 
tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi 
Pembentuka.n Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 
l.ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUOAS DAN FUNGS!, 
SERTA TATA KERJA UNIT PEI..AKSANA TEKNIS DAERAH 
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN 
REJANOLEBONO 

BAB I 
I<ETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dal.am Peratura.n Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I . Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemcrintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Pe,wakilan Rakyat Daerah mcnurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalrun sistem dan prinsip Negara Kesa.tu.an Republik Jndonesia sebaga.imaoa 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelengge.ra 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemetintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
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4. Bupati adalah Bupali Rejang Lebong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyel~nggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekret.anat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daeral, , kecamatan, dan kelurahan. . 

6. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dmas 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala 
Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang 
Lebong. . . 

8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanJutnya dtsebut 
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Peri.kanan 
Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD ad~ah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis opera.sionaJ pada Dmas 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kep~la 
UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerah pada Dinas Pertaman 
dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala S ub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

12. Unit Pelaksana Teknis Daemh Balai Benih lkan adalah Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Balai Bcnih lkan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten 
Rejang Lebong, 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija adalah Unit 
Pelaksana Teknis Oaerah Balai Benih Padi dan Palawija pa.da Dinas 
Pertanian dan Perikanan Ka.bu paten Rejang Le bong. 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan 
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holt.ikultura dan 
Perkebunan pada Dinas Pertanlan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. 

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan dan Balai Benih Kentang adalah 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan dan Balai Benih Kentang Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Kabupaten Rejang Lebong. 

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknls 
Daerah Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang 
Lebong. 

17. Unit Pclaksana Teknis Daerah Pu sat Kesehatan Hewan adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Rcjang Lebong. 

I 8 . Unit Pelaksana Teknis Daerah Ru mah Potong Hewan adalah Unit Pclaksana 
Tcknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Rejang Lebong. 

19. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan J<egiatan teknis 
tertentu yang secam langsung berhubungan dengan peiayanan masyarakat. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Da.erah yang dibahas dan 
disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
berdasarkan Peraruran Daerah tentang APBD. 

2 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diMgkat sebagai Pegawai ASN 
se<:a.ra tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudulci jabatan 
pernerintahan. 

22. Ja.batan l'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keaJ1lian dan 
keterampilan tertentu. 

23. Jabatan ~truktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung Jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawru Negerl Slpil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasat 2 

Dengan Peraturan Bupati ini <tibentuk UPTO pada Oinas Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari : 
a. UPTD Bala.i Benih lkan Dusu n Baru yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A; 
b. UPTD Balai Benih lkan Rimbo Recap yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTO Kelas A; 
c. UPTO Balai Benih lkan Babakan Ba.ru yang melaksanakan urusan 

pemerintah an bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A; 
d. UPTD Balai Benih lkan Bell!ma.i yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTO Kelas A; 
e. UPTO Balai Benih Padi dan Palawija l,ubuk Kembang yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang padi dan palawija dengan klasifikasi UPTD 
Kelas A; 

r. UPTO Balai Benih Padi dan Palawija Durian Mas yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang padi dan palawija dengan klasifikasi UPTD Kelas A; 

g. UPTO Balai Bcnih Hollikultura dan Perkebunan Bermani Ulu yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang hollikultura dan perkebunan 
dengan klasifikasi UP'l'O Kelas A; 

h. UPTO Perkebunan dan Balai Bcnih Kentang Sindang Kelingi yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan kentang 
dengan klnsifikas i UPTO Kelas A; 

i. UPTO Perkebunan Curup yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
perkebunan dengan klasifikasi UPTD Kelas A; 

j. UP'l'D Perkebunan Padang Ulak Tandfog yang melaksanakan urusan 
pemerintah bidang perkebunan dengan klasifikasi UP'l'D Kelas A; 

k. UPTO Pusat Kesehatan Hewan Curup yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan hewan dengan kla.sifikasi UPTO Kclas A; 

I. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mojorcjo yang melaksanakan urusa.n 
pemerintahan bidang kesehatan hewan dengan klasiftkasi UP'l'D Kelas A; 

m. UP'l'D Rumah Potong Hewan yang mclaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pemotongan hewan dengan klasifikasi UP'l'D Kolas A. 

BABIII 
WILAYAH KERJA 

PasaJ 3 

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 
a. UP'l'D Balai Benih lkan Dusun Baru, dengan wilayah kerja: 

I. Kecamatan Curup Selatan; 
2. Kecamatan Cun,p Tengah; dan 
3. Kecamatan Curup Utara. 

b. UPTD Balai Benih lkan Rimbo Recap, dengan wilayah kerja : 
I. Kecamatan Curup; 
2. Kecarnatan Curup Timur;dan 
3. Kecamatan Selupu Rejang. 

c. UPTD Balai Benih lkan Babakan Baru, dengan wilayah kerja: 
J. Kecamatan Bermani Ulu; dan 
2. Keca.matan Bennani Ulu Raya. 

d. UPTD Balai Benih lkan BelumaJ, dengan wilayah kerja : 
1. Kecamatan Padang Ulak Tanding; 
2. Kecamatan Kota Padang 
3. Kecamatan Sindang Dataran; 
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4. Kecamatan Sindang Beliti Ulu; dan 
s. Kecamatan Sindang Ketingi. 

c. UP'rD Balai Benih Pad i dan Palawija Lubuk Kembang, dengan w11ayah kcrja: 

f. 

1. Kecamatan Curupi 
2. Kecamatan Curup Utara; 
3. Kecamatan Curup Selatan; 
4. t<ccamatan Curup Tengah; 
5. t(ecamatan Curup Timur: 
6. Kecamatan Bermani Ulu; clan 
7, l<eca.matan Bermani Ulu Raya. 
UP'fD Balai Bcnih Padi dan Palawija Durian Mas, dengan wilayah kerja : 
I. Kecamatan Sindang Kelingi; 
2. Kecamatan Sindang Dataran; 
3. Kecamatan Binduriang; 
4. Kecamatan Sindang Beliti Ulu; 
5. Kecamatan Sindang Belitl Ilir; 
6. Kecamatan Padang Ulak Tanding; dan 
7. Kecamatan Kota Padang. 

g. UPTD Balai Benih Hottiku.ltura dan Perkebunan Bennani Ulu., dengan 
,vilayah kerja : 
l. t<ecamatan Cuntp Utara; 
2 . t<ecamatan Bermani Ulu; dan 
3. Kccamatan Bermani Utu Raya. 

h . UP'fD Perkebunan dan Balai Benih Kentang Sindang Kelingi, dengan wuayah 
kerja : 

i. 

j . 

1. Kecarnatan Sindang Kelingi; 
2. J{ecamatan SlndMg Dataran; 
3. Kecamatan Binduriang; dan 
4. Kecama1an Sindang Beliti Ulu. 
UPTD Pcrkebunan Curup, dengan wilayah kerja : 
I. J(ecama ta.n Selupu Rejang; 
2. Kecamatan Curup; 
3. Kecamatan Curup Tengah; 
4. Ke\:amatan Curup Tim1.1r; dan 
5. Kecamatan Curup Selatan. 
UP'fD Perkebunan Padang Ulak Tanding, dengan wilayall kerja : 
t . Kecamatan Padang Ulak Tanding; 
2. Kecamatan Kota Padang; dan 
3. Kecamalan Sindang Beliti flir. 

k. UPTD Pusat Keschatan Hewan Cur1.1p, dengan ,vilayah kerja: 
l. Kecamatan Curup; 
2. l(ecamatan Curup Utara; 
3. Kecamatan Curup Selatan; 
4. Keca.matan Curup Tengah; 
5. Kecamacan Cu ru p Timur; 
6. l(ecamatan Bcrmani Ulu; dan 
7. Kecamatan Bermani Ulu Raya. 

I. UPTD Pusat Kesehamn Hewan Mojorcjo, dengan ,vi.tayah kerja : 
I. Kecamatan Selupu Rejang; 
2. t<ecamatan Sindang Kellngi; 
3. Keca matan Sindang Dataran; 
4. Kecamatan Binduriang; 
5. Keeamatan Sindang Beliti Ulu; 
6. Kecamatan Sindang Beliti tlir; 
7. Kecamatan Padang Ulak Tanding; dan 
8. Kecamatan Kota Padang. 

m. lfPTD Rumah Potong Hewan, deogan ,vilayah kerja seluruh kecamatan dalam 
l(abupaten Rejang Lebong. 
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BABIV 
KEDUDUKAN 

Pasal~ 

fl) U_l"J'D me11Jpakan unsur kcgiar.an teknis operosion1tl Dinos scsuai dcngnn 
b1dang urusa.n pcmeri11tahnn yang disclenggnrukan. 

(2) UPTD sebagaimnnn dimnksud pada nyat (I) bcrada di bnwah dan 
bcrtanggungiuwnb kepadn Kcpnln Dinns, 

(3) UPTD sebngalmnna dimaks\Jd pada ayat (I) mcrupaknn baglan dari 
Pcmngkm Oucrnh. 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(I l Susunnn Organisasi UPTD tcrdiri dari : 
o. Kcpala UPTD: 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. l<dompok JnbaL'ln FungsionnJ. 

(2) Struktur Organisasi UPTD se[mgaimnna dimnksud pada nynt (I), tercantum 
c1olum Lnmpimn ynng mcrup;aknn bngian tidok ttrpiMhkun dnri Peraturan 
Bupnti ini. 

BAB VI 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bttginn Kesa.tu 
Kepala UPTD 

Paragraf I 
UPTD Balai Benih lkan Dusun Baru 

Pasal 6 

(I) Kepaht UPTD mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Dinas di 
bidang perbenihan ikan, 

(2) Untuk melnksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
UPTD mempunyAi fungsi ; 
a. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi benih 

dan distribusi bcnih ikan; 
b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan infonnasi perbenihan ikan; 
c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian benih ikan; 
d. penyusunan renc.ana dan program kerja UPTD; 
e. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan sehm1h kegiatan UPrD; 
r. penghimpunan, pengelolaan dan pcnganalisaan data teknis perbenihan 

ikan; 
g. pelaksanaan produksi benih ikan; 
h. pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan pada UPR {Unit Perbcnihan 

Rakyat) dan asosiasi perbe-nihan ikan lainnya; 
i. pelaksanaan pclayanan, pcmbinaan don bimbingan teknis perbenihan 

ikan· 
j. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan 

pihak terkait lainnya dal am rangka l<elancaran pelaksanaan kegiatan 
perbenihan lkan: 

k. penyampaian saran dan infonnasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 
kebijakan lebih lanjut; 

I. pcnyampalan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dinas; dan 
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m. pclaksan~ fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan b1dang tugasnya.. 

(3) Kepala UPTD daJam melaksanakan tugas dan fu ngsi sebagaimana din,ak,.ud 
pada aya_t (I ) dan ayat (2), bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
T<epala Dmas melalu1 Sekretaris Dinas. 

Paragraf 2 
UPTO Balai Bcnih Padi dan Palawija 

Pasal 7 

(I) K~pala UPTD. mempun.yai tugas mclaksanakan sebagian tugas Dinas di 
b1dang perben1ha.n padi dan palawija. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala 
UP'tD mempunyai rungsi : 1 

a. pelaksanaan pcmberian pelayanan dan infonnasi padi dan palawija; 
b. penyusunan rcncana dan program kerja U PTO~ 
c. peng°'?rdinasian, pengcndalian dan pengawasan seluruh kcgiatan U PTD; 
d. pengh1mpu nan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi 

pad, dan palawija; 
e. pelaksanaan pengujian varietas padJ dan palawija baru; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis padi dan palawija; 
g. P~laksanaan_ pei:igooi-dinasian kepadtt perangkat daera.h , lembaga dan 

p1hak terkait hunnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 
produksi benih padi dan palawija; 

h . penyampaian saran dan infonnasi kepada Kepala Dinas untuk pcnetapan 
kebijakan lebih lanjut; 

L penyampaian laporan pelaksa.naan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dinas; dan 

j . pelaksaoaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(3) T<epala UPTD dalam melaksaoakan lUgas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalu i Sekretaris Dinas. 

Paragraf 3 
UPTD Balai Benih Holtiku\tura dan Perkebunan 

Pasal 8 

(1) Kepala UP'l'D mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang perben ihan holtikultura dan perkebunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ, T<epala 
UPTD mempunyai fungsi: 
a . pelaksanaan pemberian pelayanan dan infonnasi holtikultura dan 

perkebunan; 
b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD; 
c. pengoord inasian, pengendalia.n dan pengawasan seluruh kegiatan UPl'D; 
d. penghimpunan , pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi 

holtikultura dan perkebunan ; 
e. pelaksanaan pengujian varietas boltikultura dan perkebunan; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis holtikultura dan perkebunan; 
g. pelaksanaan pengoordinasian kcpada perangkat daerah, lembaga dan 

pihak terkait \ainnya dalam. rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 
produksi benih holtikultura d.an perkebunan; 

h . penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 
kebijakan lebih lanjut; 

i. penya mpaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dinas; dan 

j . pelaksanaan fungs i lainnya yang diberikan oleh Kepala 
dengan bidang tugasnya. 
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iJ) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) dan ayat (2), beroda di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Paragraf 4 
UPTD Perkebunan dan Balai Benih Kentang 

Pasal 9 

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Oinas di 
bidang perkebunan dan pcrbenihan kentang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
UPTO mempunyai fungsi : 
a . pelaksanaan pemberian pelaya.nan dan informas i perkebunan dan 

ken tang; 
b. penyusunan rencana dan program kerja UPTO; 
c. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh ke.giatan UPTO'. , 
d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komochti 

perkebu nan dan ken tang; 
c. pelaksanaan pengujian varietas perkebunan dan kentang; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis perkebunan dan kentang; 
g. pclaksanaan pengoordlnasian kepada perangkat daerah, lembaga dan 

pihak terkait lainnya dalam ranglka kelancaran pelaksanaan kegiatan 
produksi benih perkebunan dan kentang; 

h. penyampaian saran dan infonnasi kepada Kepala Oinas untuk penetapan 
kebijakan lcbih lanjut; 

i. penyampaian loporon pelaksonaon kegiatan don keuangan kepado. Kepala 
Dinas; dan 

j. pclakso.naan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Oinas sesum 
dengan bidang tugasnya. 

(3) Kepala U PTO dalam melaksanakan IUl!cQS dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan aya, (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Oinas melalui Sekretaris Dinas. 

ParagraJ5 
UPTO Perkebunan 

Pasal 10 

(I) Kepala U PTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu gas Oinas di 
bidang perkebunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), Kepala 
UPTO mempunyai fungsi : 
a . pelaksa.naan pemberian pelayanan dan informasi perkebunan; 
b. penyusunan rcncana dan program kerja UPTO; 
c . pengoordinasian, pengendalian dan pengawa,sa,n ~lurub kegiatan UPTD; 
d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi 

perkebunan; 
e. pelaksa.naan bimbingan teknis perkebunan; 
f. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan 

pihak terkai t lainnya dalam rangl<a kelancaran pelaksanaan kegiatan 
produksi benih perkebunan; 

g. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Oinas untuk penetapan 
kcbijalcan lebih lanjut; 

h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dinas; dan 

i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual 
dengan bidang tugasnya. 
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(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimal<sud 
pada ayat (1) dan ayat 12), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Paragraf6 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan 

Pasal I 1 

(!) Kcpala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan, 
serta pemberian sural keterangan dokter hewan untuk kepentingan 
pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. 

(21 Unruk melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 11, Kcpala 
UPTD mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyehatan hewan; 
b. pclaksanaan pelayanan kesehatan maSYarakat vcteriner; 
c. pelaksanaan cpidcmiologik; 
d. pelaksanaan informasi vetcdner dan kesiagaan darurat wabah; 
e. pelaksanaan pela,yanan jasa veteriner; 
f. pelaksanaan kegiatan teknis pcnychatan hewan sebagai upaya medik 

yang meliputi tindakan; promotif, prcvcntif, ku ratif, rehabilitatif dan 
pelayanan mc>dik reproduksi; 

g. pelaksru,aan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi 
penanganan hygiene, san.itasi, kearnanan bahan pangan asal hewan, 
serta pembinaan penyediaan produksi hewan; 

h. pelaksanaan kegiatan epidemiologik yang meliputi; surveilens, pemetaan, 
pengumpulan, analisa data, pengambilan spesimcn penyakit hewan, serta 
pengamatan, pemeriksaan dan pelaporan penyakit hewan menular dan 
wabah penyaldt hewan; 

i. pcngelolaa,, serta pemberian informasi veteriner dan kcsiagaan darurat 
wabab yang meliputi; pcngolahan data untuk analisa situasi kcsehatan 
hewan, fasititasi aktivitas perdagangan hewan dan produk hewan, serta 
upaya kesiagaan darurat wabah dan pelaporan penyakit hewan; 

j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner yang meliputi; pelayanan kesehatan 
hewan, kesehatan masynrakat veteriner, kcterangan dokter hew-an, serta 
pemeriksaan dokumen hewan/ temak dan produk hewan; 

k. pelaksanaan pengoordlnasian kepada perangkat daer·ah, lembaga dan 
pihak terka.it la.innya dalam rangka kclancaran pelaksanaa,, tugas; 

I. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 
kebijakan lebih lanjut; 

m. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
OlJ1a3; dan 

n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(31 Kepala UPTD dalrun melaksanakan tuga.s da,, fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas me1a1ui Sekretarls Di.nas. 

Paragraf7 
UPTD Rumah Potoog Hewan 

Pasal 12 

(l) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang teknis pemotongan hewan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD mempunyai fungsi : 
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a. p,,nelaahan peraturan perundang - undangan, petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain berkaita.n dengan rumah 
potong hewan; 

b. penyusunan rencana program dan kegiatan UP1'D; 
c. penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dcngan mmah potong hewan; 
d. penyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan; 
e. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante 

mortem inspection); 
f. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang memenuhi kaidah 

kesehatan masyarakat vctcriner, kesejahteraan hewan dan syariah 
agama; 

g. pelaksanaan pemeriksaan karkas, daging, jeroan setelah d.isembelih (post 
mortem inspection); 

h. pemakaian tempat pemotongan hewan dan pelayuan daging; 
i. pelayanan pengang,kutan daging hewan; 
j. pelayanan pemeriksaan ulang terhadap daging yang telah dipotong; 
k. pelaksanaan pemantauan pemotongan hewan di Juar dari rumah potong 

hewan untuk kepentingan bari besar keagamaan, upacara adat dan 
pemotongan darurat; 

I. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan karkas, daging dan jeroan 
dati luar dacrah~ 

m. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan 
pihak tcrkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. penyampaian sara.n dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 
kebijal<an lebih lanjut; 

o. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dinas; clan 

p. pelaksanaan fu.ngsi lainnya yang diberikan oleh KepaJa Dinas sesuai 
dengan bidaag Lugasnya. 

(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi oobagaimana dimaksud 
pada aya, {I) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian l(edua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 13 

( II KepaJa Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan 
UPTD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal {!), Kepala 
Sub Bagian 1'ata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD; 
b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingku-ngan U PTO; 
c. pelaksanaan administrasi keuangan, l<epcgawaian, perlengkapan dan 

pelaksanaan kerumahtanggo.an UPrD; 
d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

UPTD; 
e. penyusunan dan pengoordinasian progra.m kerja yang berkaitan dengan 

bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

f. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelo1a kearsipan dan 
doku mentasi; 

g. penyelcnggaraan peJayanan tcknis administrasi dan kctatausahaan di 
lingku ngan UPTD; 

h. penyclenggarakan urusan rumah ta.ngga UPJ'D; 

i. pcnyusunan, persiapan dan pen::rdinasian rencana anggaran ~;;:~~-~i·,7i 
,~:.C:~S;:.:: •• ) 
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j. pelaksanaan ad.ministrasi kcuangan, kepegawaian dan perlengkapan di 
lingkungan UPTD; 

k. pernbuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegjatan 
UPTD; 

I. pembuatan laporan inventarisasi barang - barang inventaris di 
lingkungan UPTD; 

m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta kctatausahaan lainnya; 

n. pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan 
o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oteh Kepala UPTD sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mclaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( IJ dan 11ya1 (2), berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

Baginn Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

PasaJ 14 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang Lerbagi dalrun berbagai ke.lompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d!maksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada eyat (I), 
ditentukan berdasarkan kebu tuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan F'ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

BABVJI 
KEPEOAWAIAN 

Pasal 15 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat 
dan diberhcntJkan oJeh Bupati sesua.i pera.turan perundang•undanga.n. 

Pasal 16 

(I) Kepala UPTD merupakan jabatan oaelon IV.a atau jabatan pengawas. 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan 

pcngawas. 

BAB Vlll 
TATA KERJA 

Pasa.J 17 

(I) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing•masing UPTD maupun 
dengan perangkat daerah lain yang ada ket.erkaitan dengan tugas dan fungsi 
UPTD. 

(2) Kcpala UPTD melaksanakan sistcm pengendalian internal di lingkungan 
masing .. masing UPTD. 

(3) Kepala UPTO bertanggungjawab mernimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 
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14) l<epala UP'l'O dalarn melaksaoakan tugasnya melakukan pembinaan dan 
pengawasan di li~gkungan masing-masing UP'l'O serta mengambil langkab­
langkah yang d 1perlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Kepala UP'l'D .wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya 
secara penodik maupun sewaktu-waktu kepacla Kepala Oinas. 

(2) Kepala U PTO wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Oinas guna perumusan kebijakan lebih 
laniut. 

BABIX 
PEMBIAYAAN 

Pa$al 19 

Pembiayaan untuk menduku.ng kegiatan UPTD dibebankan pada APBO 
Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mcngikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

BABX 
l{ETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UP'l'O, Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana pada U PTO yang 
lama, tetap menduduki j abatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif berdasarkan Peraturan 
Bupati ini. 

BABXI 
PENUTUP 

Pasal 2 1 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Oinas Pertanian Kabupaten 
Rejang Lebong; 

2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Oinas Pctcrnakan dan Perikanan 
Kabupaten Rejang Lebong; 

3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong; 

4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 22 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengeoai 
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
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Pasal23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.kan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen.gundangan Peraturan 
Bupatl ini dengan pcnempatanny<1 dalam Berita Oaerah Kabupaten Rejang 
!.<,bong. 

Oiundangkan di Curup 
Pada tanggaJ JG iJ'a,ua,; 2018 

DAERAH 
G LEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Oitetapkan di Curup 
Pada tanggal :JC iJ,n««c,- 2018 

BUPATI REJANG LEBOl'IG, 

---- ---=--·--
' · ~ X .".. ,I 

,: HVl'.U. !' 

.. fl ,ll7t .. ·~ I 

I 

BERJTA OAERAH l<ABUPATEN RE.JANG l,EBONC TAHUN 2018 NOMOR '/SET 
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LAMPIRAN; PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR ff. TAHUN 2018 
TANGO AL % ,:JI/Nllflltf 2018 

STRUKTUR OROANISASI UNIT PELAKSANA TEKNTS DAERAH 
PADA DINA$ PERTANIAN DAN PERIICANAN KABUPATEN REJANG LEBONO 

KEPALA 
UP!'D 

KEPALA SUB BAGIAN 
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KELOMPOK 
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BUPATI RE.JANG LEBONG, 
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